
 

 

 

 

BUPATI MAMUJU 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN BUPATI MAMUJU 

NOMOR 31 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  MAMUJU,  

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 

Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024  sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapantan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Mengingat

  

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah  Tingkat  II  di  Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  1959  Nomor  74,  

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia       Nomor 

1822); 

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 



Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Mamuju; 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju; 

5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh 

Bupati Mamuju dan berlaku di kabupaten Mamuju; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

7. Pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 

8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri 

atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa; 

9. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup 

defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam 

APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan; 

 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daearah, dan pembiayaan daerah. 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 

Rp1.217.479.709.901,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar empat ratus 

tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus satu 

rupiah), yang bersumber dari: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 4 

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a direncanakan sebesar Rp94.903.880.661,00 (sembilan puluh empat 

miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam 

ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 



(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp35.607.705.306,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh juta 

tujuh ratus lima ribu tiga ratus enam rupiah); 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp14.945.744.856,00 (empat belas miliar sembilan 

ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan 

ratus lima puluh enam rupiah); 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.042.087.993,00 

(lima miliar empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus 

sembilan puluh tiga rupiah); 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.308.342.506,00 (tiga puluh 

sembilan miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu 

lima ratus enam rupiah). 

 

Pasal 5 

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp35.607.705.306,00 (tiga puluh lima miliar 

enam ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus enam rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. pajak hotel Rp2.202.200.000,00 (dua miliar dua ratus dua juta dua 

ratus ribu rupiah); 

b. pajak restoran Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 

c. pajak hiburan Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah); 

d. pajak reklame Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); 

e. pajak penerangan jalan Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua 

ratus juta rupiah); 

f. pajak parkir Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); 

g. pajak air tanah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah); 

h. pajak sarang burung walet Rp1.768.783.517,00 (satu miliar tujuh ratus 

enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus 

tujuh belas rupiah); 

i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp2.305.798.785,00 (dua miliar 

tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus 

delapan puluh lima rupiah); 

j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) 

Rp3.339.431.404,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta 

empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat rupiah); dan 



k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

Rp5.571.491.600,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat 

ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah). 

(2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp2.202.200.000,00 (dua miliar dua ratus dua juta 

dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. pajak hotel Rp2.148.950.000,00 (dua miliar seratus empat puluh 

delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); 

b. pajak wisma pariwisata Rp45.200.000,00 (empat puluh lima juta dua 

ratus ribu rupiah); dan 

c. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp8.050.000,00 (delapan juta 

lima puluh ribu rupiah). 

(3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. pajak restoran dan sejenisnya Rp1.800.653.700,00 (satu miliar delapan 

ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah); 

b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp396.546.300,00 (tiga ratus 

sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus 

rupiah); dan 

c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp302.800.000,00 (tiga ratus dua juta 

delapan ratus ribu rupiah). 

(4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. pajak tontonan film Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam 

ratus ribu rupiah); 

b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya Rp684.000.000,00 

(enam ratus delapan puluh empat juta rupiah); 

c. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 

Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah); dan 

d. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (Fitness 

Center) Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). 

(5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp700.000.000,00 

(tujuh ratus juta rupiah); dan 

b. pajak reklame kain Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 



(6) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua 

ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan 

sendiri Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah); 

(7) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang 

terdiri atas pajak parkir Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); 

(8) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta 

rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua 

puluh juta rupiah); 

(9) Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h direncanakan sebesar Rp1.768.783.517,00 (satu miliar tujuh ratus 

enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus 

tujuh belas rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung wallet 

Rp1.768.783.517,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta 

tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah); 

(10) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.305.798.785,00 (dua miliar 

tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus 

delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan Logam 

dan batuan Lainnya Rp2.005.798.785,00 (dua miliar lima juta tujuh ratus 

sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah); 

(11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.339.431.404,00 

(tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu 

ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas PBBP2 

Rp3.339.431.404,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat 

ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat rupiah); 

(12) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar 

Rp5.571.491.600,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat 

ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. BPHTB-pemindahan hak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 

b. BPHTB-pemberian hak baru Rp571.491.600,00 (lima ratus tujuh puluh 

satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah). 

 

 

 



Pasal 6 

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp14.945.744.856,00 (empat belas miliar 

sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu 

delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. retribusi jasa umum Rp9.467.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus 

enam puluh tujuh juta rupiah); 

b. retribusi jasa usaha Rp1.395.450.000,00 (satu miliar tiga ratus 

sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan 

c. retribusi perizinan tertentu Rp4.083.294.856,00 (empat miliar delapan 

puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima 

puluh enam rupiah). 

(2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan Rp9.467.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam 

puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas: 

a. retribusi pelayanan kesehatan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); 

b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Rp3.558.000.000,00 (tiga 

miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah); 

c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp2.259.000.000,00 (dua 

miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah); dan 

d. retribusi pelayanan pasar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh 

juta rupiah). 

(3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan Rp1.395.450.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh 

lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp209.650.000,00 (dua ratus 

sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); 

b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh miliar rupiah); 

c. retribusi rumah potong hewan Rp104.800.000,00 (seratus empat juta 

delapan ratus ribu rupiah); dan 

d. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp331.000.000,00 (tiga 

ratus tiga puluh satu juta rupiah). 

(4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan Rp4.083.294.856,00 (empat miliar delapan puluh 

tiga juta dua ratus sembilan), yang terdiri atas: 

a. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Rp240.000.000,00 

(dua ratus empat puluh juta rupiah); dan 



b. retribusi persetujuan bangunan gedung Rp3.843.294.856,00 (tiga miliar 

delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat 

ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). 

 

Pasal 7 

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp5.042.087.993,00 (lima miliar empat puluh dua juta delapan puluh tujuh 

ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas bagian laba 

yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada 

BUMD yang direncanakan sebesar Rp5.042.087.993,00 (lima miliar empat 

puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga 

rupiah). 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp39.308.342.506,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta 

tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp1.716.149.169,00 (satu 

miliar tujuh ratus enam belas juta seratus empat puluh); 

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp726.750.000,00 (tujuh 

ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

c. jasa giro Rp5.865.026.490,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh 

lima juta dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah); 

d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

Rp500.416.847,00 (lima ratus juta empat ratus enam belas ribu delapan 

ratus empat puluh tujuh rupiah); 

e. pendapatan denda retribusi daerah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah); 

f. pendapatan dari pengembalian Rp0,00 (nol rupiah); dan 

g. pendapatan BLUD Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). 

(2) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.716.149.169,00 

(satu miliar tujuh ratus enam belas juta seratus empat puluh sembilan 

ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. hasil penjualan tanah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta 

rupiah); dan 



b. hasil penjualan peralatan dan mesin Rp1.556.149.169,00 (satu miliar 

lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu 

seratus enam puluh sembilan rupiah). 

(3) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp726.750.000,00 

(tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu), yang terdiri 

atas hasil sewa BMD Rp726.750.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta 

tujuh ratus lima puluh ribu); 

(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp5.865.026.490,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh lima 

juta dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri 

atas jasa giro pada kas daerah Rp5.865.026.490,00 (lima miliar delapan 

ratus enam puluh lima juta dua puluh);  

(5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.416.847,00 

(lima ratus juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus), yang terdiri 

atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

Rp500.416.847,00 (lima ratus juta empat ratus enam belas ribu delapan 

ratus); 

(6) Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas 

pendapatan denda retribusi jasa usaha Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah); 

(7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan 

dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp0,00 (nol 

rupiah); dan 

(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar BLUD Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 

rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD dari jasa layanan 

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). 

 

Pasal 9 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp1.103.575.829.240,00 (satu triliun seratus tiga 

miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan 

ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 



(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.056.968.304.000,00 (satu triliun 

lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus 

empat ribu rupiah); dan 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp46.607.525.240,00 (empat puluh enam 

miliar enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus 

empat puluh rupiah). 

 

Pasal 10 

(1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp1.056.968.304.000,00 (satu triliun lima puluh enam miliar sembilan 

ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. dana perimbangan Rp965.981.351.000,00 (sembilan ratus enam puluh 

lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima 

puluh satu ribu rupiah); 

b. dana desa Rp84.035.275.000,00 (delapan puluh empat miliar tiga puluh 

lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan 

c. insentif fiskal Rp6.951.678.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima 

puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). 

(2) Anggaran pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp965.981.351.000,00 (sembilan 

ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga 

ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp16.058.892.000,00 (enam 

belas miliar lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua 

ribu rupiah); 

b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp647.270.520.000,00 

(enam ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta lima 

ratus dua puluh ribu rupiah); 

c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Fisik 

Rp138.375.687.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus 

tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan 

d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik 

Rp164.276.252.000,00 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus 

tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). 



(3) Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp84.035.275.000,00 (delapan puluh empat 

miliar tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang 

terdiri atas Dana Desa Rp84.035.275.000,00 (delapan puluh empat miliar 

tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

(4) Anggaran pendapatan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp6.951.678.000,00 (enam miliar sembilan 

ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 

yang terdiri atas Insentif Fiskal Rp6.951.678.000,00 (enam miliar sembilan 

ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). 

 

Pasal 11 

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.607.525.240,00 (empat 

puluh enam miliar enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu 

dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil 

Rp46.607.525.240,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta lima 

ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah); 

(2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp46.607.525.240,00 (empat puluh enam miliar 

enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat 

puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak 

Rp46.607.525.240,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta 

lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah). 

 

Pasal 12 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas 

miliar rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 

Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), yang terdiri atas 

pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Rp19.000.000.000,00 (sembilan 

belas miliar rupiah). 

 

Pasal 13 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 

Rp1.270.480.851.624,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus 



delapan puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh 

empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja Transfer. 

 

Pasal 14 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a 

direncanakan Rp886.265.889.412,00 (delapan ratus delapan puluh enam 

miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh 

sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja Barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan 

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp499.650.358.748,00 (empat ratus sembilan puluh 

sembilan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan 

ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah); 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp330.024.364.018,00 (tiga ratus tiga puluh miliar 

dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan belas 

rupiah); 

(4) Belanja hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp55.991.166.646,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus 

sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat 

puluh enam rupiah); 

(5) Belanja bantuan sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

Pasal 15 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp499.650.358.748,00 (empat ratus 

sembilan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus lima 

puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. gaji dan tunjangan ASN; 

b. belanja tambahan penghasil ASN; 



c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya 

ASN; 

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD; 

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; 

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan 

g. belanja pegawai BLUD. 

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp370.230.084.678,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar 

dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh 

puluh delapan rupiah); 

(3) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp33.420.669.377,00 (tiga puluh tiga miliar 

empat ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga 

ratus tujuh puluh tujuh rupiah); 

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp81.097.889.017,00 (delapan puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta 

delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); 

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp13.614.019.395,00 (tiga belas miliar enam 

ratus empat belas juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima 

rupiah); 

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp420.776.281,00 (empat ratus dua 

puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh 

satu rupiah); 

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); 

dan 

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncenakan sebesar Rp231.720.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta 

tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 16 

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.230.084.678,00 (tiga ratus 

tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu 

enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 



a. gaji pokok ASN; 

b. belanja tunjangan keluarga ASN; 

c. belanja tunjangan jabatan ASN; 

d. belanja tunjangan fungsional ASN; 

e. belanja tunjangan fungsional umum ASN; 

f. belanja tunjangan beras ASN; 

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN; 

h. belanja pembulatan gaji ASN; 

i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN; 

j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan 

k. belanja iuran jaminan kematian ASN; 

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp282.039.807.182,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga 

puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu seratus delapan puluh dua 

rupiah); 

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp23.592.855.363,00 (dua puluh tiga miliar 

lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga 

ratus enam puluh tiga rupiah); 

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c direncanakan sebesar Rp5.674.124.050,00 (lima miliar enam ratus tujuh 

puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah); 

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp20.429.639.750,00 (dua puluh miliar 

empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu 

tujuh ratus lima puluh rupiah); 

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.911.478.600,00 (empat miliar 

sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam 

ratus rupiah); 

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp15.309.958.047,00 (lima belas miliar tiga ratus 

sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh tujuh 

rupiah); 

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp351.395.641,00 (tiga ratus 

lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat 

puluh satu rupiah); 



(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

direncanakan sebesar Rp4.114.418,00 (empat juta seratus empat belas ribu 

empat ratus delapan belas rupiah); 

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i direncanakan sebesar Rp15.618.339.257,00 (lima belas miliar enam 

ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima 

puluh tujuh rupiah); 

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp574.594.808,00 (lima ratus tujuh 

puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus 

delapan rupiah); 

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf k direncanakan sebesar Rp1.723.777.562,00 (satu miliar tujuh ratus 

dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam 

puluh dua rupiah); dan 

 

Pasal 17 

(1) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.420.669.377,00 (tiga puluh 

tiga miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan 

ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; 

b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan 

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN. 

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp32.144.504.309,00 (32.144.504.309); 

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.233.521.151,00 

(satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh lima ribu 

enam ratus delapan rupiah); dan 

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.643.917,00  

(empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus 

tujuh belas rupiah). 

 

Pasal 18 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan 



Rp81.097.889.017,00 (delapan puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta 

delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah; 

b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah; 

c. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD; 

d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD; 

e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;  

f. belanja jsa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan 

g. belanja honorarium. 

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.045.401.017,00 

(satu miliar empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh belas 

rupiah); 

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.360.000,00 

(tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); 

(4) Belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.331.539.000,00 (lima puluh 

delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh 

sembilan ribu rupiah); 

(5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.582.203.000,00 (sepuluh 

miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah); 

(6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.854.734.000,00 (dua miliar 

delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu 

rupiah); 

(7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.176.112.000,00 (tiga miliar 

seratus tujuh puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah); 

(8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp4.743.540.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat 

puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 19 

(1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar sebesar Rp13.614.019.395,00 (tiga 



belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan belas ribu tiga ratus 

sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja uang representasi DPRD; 

b. belanja tunjangan keluarga DPRD; 

c. belanja tunjangan beras DPRD; 

d. belanja uang paket DPRD; 

e. belanja tunjangan jabatan DPRD; 

f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD; 

g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD; 

h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD; 

i. belanja tunjangan reses DPRD; 

j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD; 

k. belanja pembulatan gaji DPRD; 

l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; 

m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan 

n. belanja uang jasa pengabdian DPRD. 

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp678.507.900,00 (enam ratus tujuh puluh 

satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah); 

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp64.495.368,00 (enam puluh empat juta 

empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan 

rupiah); 

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c direncanakan sebesar Rp86.017.579,00 (delapan puluh enam juta tujuh 

belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); 

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp65.623.740,00  (enam puluh lima juta enam ratus 

dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); 

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp983.836.455,00 (sembilan ratus delapan 

puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh 

lima rupiah); 

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.835.695,00 (dua puluh satu 

juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima 

rupiah); 



(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp88.061.400,00 (delapan 

puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus rupiah); 

(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan 

Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); 

(10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

direncanakan Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta 

rupiah); 

(11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan 

Rp29.640.805,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu 

delapan ratus lima rupiah); 

(12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

k direncanakan Rp58.144,00 (lima puluh delapan koma seratus empat 

puluh empat rupiah); 

(13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan 

Rp2.433.954.309,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan 

ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah); 

(14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf m direncanakan Rp4.398.288.000,00 (empat miliar tiga ratus 

sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); 

(15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf n direncanakan Rp59.700.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh 

ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 20 

(1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp420.776.281,00 (empat 

ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan 

puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja gaji pokok KDH/WKDH; 

b. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH; 

c. belanja tunjangan beras KDH/WKDH; 

d. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH; 

e. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH; 

f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH; 

g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; 



h. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan 

i. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah 

bagi KDH/WKDH. 

(2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan Rp113.022.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh dua 

ribu rupiah); 

(3) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan Rp105.159.600,00 (seratus lima juta seratus lima 

puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); 

(4) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan Rp2.087.578,00 (dua juta delapan puluh tujuh ribu 

lima ratus tujuh puluh delapan rupiah); 

(5) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.235.850,00 (satu juta 

dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah); 

(6) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan Rp2.396,00 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam 

rupiah); 

(7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp6.543.264,00 (enam juta lima ratus 

empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah); 

(8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp140.212,00 (seratus 

empat puluh ribu dua ratus dua belas rupiah); 

(9) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf i direncanakan Rp420.638,00 (empat ratus dua puluh ribu 

enam ratus tiga puluh delapan rupiah); 

(10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi 

KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan 

Rp192.164.743,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh 

empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). 

 

Pasal 21 

(1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan 

b. belanja dana operasional KDH/WKDH. 



(2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.200.000,00 (dua ratus tiga 

puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); 

(3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

 

Pasal  22 

(1) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf g direncanakan sebesar Rp231.720.000,00 (dua ratus tiga puluh satu 

juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai 

BLUD; 

(2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

sebesar Rp231.720.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua 

puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 23 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.024.364.018,00 (tiga ratus 

tiga puluh miliar dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu 

delapan belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja barang; 

b. belanja jasa; 

c. belanja pemeliharaan; 

d. belanja perjalanan dinas; 

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat;  

f. belanja barang dan jasa BOS;  

g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan 

h. belanja barang dan jasa BLUD. 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp72.340.008.751,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus empat 

puluh juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); 

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp122.921.192.082,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan 

ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh 

dua rupiah); 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp8.813.321.999,00 (delapan miliar delapan ratus 



tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan rupiah); 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp29.755.399.397,00 (dua puluh sembilan miliar 

tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu 

tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah); 

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp1.082.807.730,00 (satu miliar delapan puluh dua 

juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah); 

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp43.844.060.000,00 (empat puluh tiga miliar 

delapan ratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah); 

(8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp22.239.493.000,00 (dua puluh dua miliar dua 

ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu 

rupiah); dan 

(9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

h direncanakan sebesar Rp29.028.081.059,00 (dua puluh sembilan miliar 

dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan 

rupiah). 

 

Pasal 24 

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp72.340.008.751,00 (tujuh puluh dua 

miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja barang pakai habis; dan 

b. belanja barang tak habis pakai; 

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp71.085.939.417,00 (tujuh puluh satu miliar 

delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat 

ratus tujuh belas rupiah); 

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp1.254.069.334,00 (satu miliar dua ratus lima 

puluh empat juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat 

rupiah). 

 

 



Pasal 25 

(1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp122.921.192.082,00 (seratus dua puluh 

dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh dua 

ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja jasa kantor; 

b. belanja iuran jaminan/asuransi; 

c. belanja sewa peralatan dan mesin; 

d. belanja sewa gedung dan bangunan; 

e. belanja jasa konsultansi konstruksi; 

f. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan 

g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta 

pendidikan dan pelatihan. 

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp62.131.632.721,00 (enam puluh dua miliar 

seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus 

dua puluh satu rupiah); 

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp53.154.508.361,00 (lima puluh tiga miliar 

seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam 

puluh satu rupiah); 

(4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp2.591.898.000,00 (dua miliar lima ratus 

sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu 

rupiah); 

(5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp3.861.267.000,00 (tiga miliar delapan 

ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); 

(6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp205.520.000,00 (dua ratus lima juta lima 

ratus dua puluh ribu rupiah); 

(7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

(8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan 

dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  g direncanakan 

sebesar Rp776.366.000,00  (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus 

enam puluh enam ribu rupiah). 

 

 



Pasal 26 

(1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.813.321.999,00 (delapan miliar 

delapan ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; 

b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan 

c. belanja pemeliharaan jalan, Jaringan, dan irigasi. 

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.698.167.633,00 (tiga miliar 

enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu 

enam ratus tiga puluh tiga rupiah); 

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.551.310,00 (dua ratus lima 

puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh 

rupiah); 

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.856.603.056,00 (empat 

miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga ribu lima puluh 

enam rupiah). 

 

Pasal 27 

(1) Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.755.399.397,00 (dua puluh 

sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh 

sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas 

belanja perjalanan dinas dalam negeri; 

(2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp29.755.399.397,00 (dua puluh sembilan miliar 

tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu 

tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 

 

Pasal 28 

(1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.082.807.730,00 (satu miliar delapan 

puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), 

yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat; 



(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 

Rp1.082.807.730,00 (satu miliar delapan puluh dua juta delapan ratus 

tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). 

 

Pasal 29 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.844.060.000,00 (empat 

puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam puluh ribu 

rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BOS; 

(2) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) direncanakan sebesar Rp43.844.060.000,00 (empat puluh tiga miliar 

delapan ratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 30 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.239.493.000,00 

(dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus 

sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa 

BOK puskesmas; 

(2) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.239.493.000,00 (dua puluh dua 

miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga 

ribu rupiah). 

 

Pasal 31 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp29.028.081.059,00 (dua 

puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu 

lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa 

BLUD; 

(2) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) direncanakan sebesar Rp29.028.081.059,00 (dua puluh sembilan miliar 

dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan 

rupiah). 

 

Pasal 32 

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf c direncanakan Rp55.991.166.646,00 (lima puluh lima miliar 



sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu 

enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat; 

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum indonesia;  

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan 

d. belanja hibah dana BOSP. 

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.498.034.980,00 (empat puluh tiga 

miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu 

sembilan ratus delapan puluh rupiah); 

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp3.997.289.920,00 (tiga miliar sembilan ratus 

sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan 

ratus dua puluh rupiah); 

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 

(enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus 

empat puluh enam rupiah); dan 

(5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp7.867.800.000,00 (tujuh miliar delapan ratus 

enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 33 

(1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.498.034.980,00 

(empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga 

puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:  

a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan 

b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat. 

(2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh 

tiga miliar rupiah). 

(3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp498.034.980,00 (empat ratus 

sembilan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan 

puluh rupiah). 

 



Pasal 34 

(1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp3.997.289.920,00 (tiga miliar sembilan 

ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu 

sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela 

dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

dan 

b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial 

yang telah memiliki surat keterangan terdaftar. 

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela 

dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.332.289.920,00 

(satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh 

sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); 

(3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang 

telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b sebesar Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam 

puluh lima juta rupiah). 

 

Pasal 35 

(1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp628.041.746,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta 

delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja hibah bantuan 

keuangan kepada partai politik; 

(2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam 

miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 36 

(1) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp7.867.800.000,00 (tujuh miliar delapan 

ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan 

b. belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan. 



(2) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sebesar Rp3.920.400.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh 

juta empat ratus ribu rupiah). 

(3) Belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b sebesar Rp3.947.400.000,00 (tiga miliar sembilan ratus 

empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 37 

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) huruf d direncanakan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), 

yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada 

kelompok masyarakat; 

(2) Anggaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada 

kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

Pasal 38 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b 

direncanakan sebesar Rp227.287.736.995,00 (dua ratus dua puluh tujuh 

miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu 

sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp655.380.000,00 (enam ratus lima puluh lima 

juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.551.351.803,00 (empat puluh 

miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu 

delapan ratus tiga rupiah); 

(4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.265.803.137,00 (seratus 

tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga ribu seratus 

tiga puluh tujuh rupiah); 



(5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.315.827.055,00 (delapan 

puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tujuh 

ribu lima puluh lima rupiah); 

(6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.417.375.000,00 (satu miliar 

empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 

(7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta 

rupiah). 

 

Pasal 39 

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.380.000,00 (enam ratus lima 

puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah persil; dan 

b. belanja modal lapangan 

(2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp187.180.000,00 (seratus delapan puluh 

tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). 

(3) Anggaran belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp468.200.000,00 (empat ratus enam puluh 

delapan juta dua ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 40 

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp40.551.351.803,00 (empat puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta 

tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal alat besar; 

b. belanja modal alat angkutan; 

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur; 

d. belanja modal alat pertanian; 

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga; 

f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar; 

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; 

h. belanja modal alat laboratorium; 

i. belanja modal komputer; 

j. belanja modal alat keselamatan kerja; 



k. belanja modal peralatan olahraga; dan 

l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD. 

(2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp419.994.750,00 (empat ratus sembilan 

belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima 

puluh rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.019.085.500,00 (sembilan miliar 

sembilan belas juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah); 

(4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.350.000,00 (seratus dua 

puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 

(5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.430.000,00 (delapan puluh empat 

juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah); 

(6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp16.068.042.852,00 (enam belas miliar enam puluh delapan juta empat 

puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah); 

(7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp947.525.380,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua 

puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); 

(8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.638.368.626,00 

(tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh 

delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah); 

(9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp694.250.000,00 (enam ratus 

sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

(10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i direncanakan sebesar Rp4.647.913.654,00 (empat miliar enam 

ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus 

lima puluh empat rupiah); 

(11) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta 

seratus ribu rupiah); 



(12) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp169.072.600,00 (seratus enam 

puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah); 

(13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp740.218.441,00 (tujuh ratus 

empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh 

satu rupiah). 

 

Pasal 41 

(1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.994.750,00 (empat ratus 

sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus 

lima puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja modal alat besar darat; dan 

b. belanja modal alat bantu. 

(2) Anggaran belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta 

rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp401.994.750,00 (empat ratus satu juta 

sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 

 

Pasal 42 

(1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.019.085.500,00 (sembilan 

miliar sembilan belas juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang 

terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor; 

(2) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.019.085.500,00 

(sembilan miliar sembilan belas juta delapan puluh lima ribu lima ratus 

rupiah). 

 

Pasal 43 

(1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.350.000,00 

(seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja modal alat bengkel bermesin; 

b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan 



c. belanja modal alat ukur. 

(2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta 

lima ratus ribu rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga 

juta rupiah); 

(4) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus 

lima puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 44 

(1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.430.000,00 (delapan puluh 

empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja 

modal alat pengolahan; 

(2) Anggaran belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) direncanakan sebesar Rp84.430.000,00 (delapan puluh empat juta 

empat ratus tiga puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 45 

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp16.068.042.852,00 (enam belas miliar enam puluh delapan juta empat 

puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal alat kantor; 

b. belanja modal alat rumah tangga; dan 

c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat. 

(2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp44.356.000,00 (empat puluh empat juta 

tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.706.109.092,00 (lima belas 

miliar tujuh ratus enam juta seratus sembilan ribu sembilan puluh dua 

rupiah); 

(4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp317.577.760,00 

(tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus 

enam puluh rupiah). 



Pasal 46 

(1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp947.525.380,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima 

ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja modal alat studio; dan 

b. belanja modal alat komunikasi. 

(2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp932.025.380,00 (sembilan ratus tiga 

puluh dua juta dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima 

ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 47 

(1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 

Rp7.638.368.626,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga 

ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. belanja modal kedokteran; dan 

b. belanja modal alat kesehatan umum. 

(2) Anggaran belanja modal kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf a direncanakan sebesar Rp1.140.343.145,00 (satu miliar seratus 

empat puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh 

lima rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.498.025.481,00 (enam 

miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu empat 

ratus delapan puluh satu rupiah). 

 

Pasal 48 

(1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp694.250.000,00 (enam 

ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang 

terdiri atas belanja modal unit alat laboratorium; 



(2) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) direncanakan Rp694.250.000,00 (enam ratus sembilan puluh 

empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 49 

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.647.913.654,00 (empat miliar 

enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam 

ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal komputer unit; dan 

b. belanja modal peralatan komputer. 

(2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.337.912.654,00 (empat miliar tiga 

ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima 

puluh empat rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.001.000,00 (tiga ratus 

sepuluh juta seribu rupiah). 

 

Pasal 50 

(1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua 

juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung; 

(2) Anggaran belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). 

 

Pasal 51 

(1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp169.072.600,00 (seratus 

enam puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang 

terdiri atas belanja modal peralatan olahraga; 

(2) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) direncanakan sebesar Rp169.072.600,00 (seratus enam puluh 

sembilan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah). 

 

Pasal 52 

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp740.218.441,00 

(tujuh ratus empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus 



empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan 

mesin BLUD; 

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp740.218.441,00 (tujuh ratus empat 

puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh satu 

rupiah). 

 

Pasal 53 

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp103.265.803.137,00 (seratus tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta 

delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal bangunan gedung; dan 

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti. 

(2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.588.952.552,00 (sembilan 

puluh enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus 

lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.676.850.585,00 (enam 

miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu 

lima ratus delapan puluh lima rupiah). 

 

Pasal 54 

(1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.588.952.552,00 

(sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta 

sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), 

yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja; 

(2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.588.952.552,00 

(sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta 

sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). 

 

Pasal 55 

(1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.676.850.585,00 

(enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh 



ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal 

tugu/tanda batas; 

(2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.676.850.585,00 (enam miliar enam 

ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus 

delapan puluh lima rupiah). 

 

Pasal 56 

(1) Anggaran belanja modal jalan,  jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal yang terdiri atas: 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp81.315.827.055,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta 

delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah), 

a. belanja modal jalan dan jembatan; dan 

b. belanja modal bangunan air. 

(2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.791.598.768,00 (lima puluh 

delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan 

puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). 

(3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp22.524.228.287,00 (dua puluh dua miliar 

lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua 

ratus delapan puluh tujuh rupiah). 

 

Pasal 57 

(1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.791.598.768,00 (lima 

puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus 

sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. belanja modal jalan; dan 

b. belanja modal jembatan. 

(2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp58.121.902.984,00 (lima puluh delapan miliar 

seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus 

delapan puluh empat rupiah). 

(3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp669.695.784,00 (enam ratus enam puluh 

sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan 

puluh empat rupiah). 



Pasal 58 

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp22.524.228.287,00 

(dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua 

puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja modal bangunan air irigasi; 

b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan 

bencana alam; 

c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan 

d. belanja modal bangunan air kotor. 

(2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.217.825.866,00 (enam miliar 

dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus 

enam puluh enam rupiah); 

(3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan 

penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp3.010.703.399,00 (tiga miliar sepuluh juta tujuh 

ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah); 

(4) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp12.088.065.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta enam 

puluh lima ribu rupiah); 

(5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.207.634.022,00 (satu miliar dua 

ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah). 

 

Pasal 59 

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.417.375.000,00 (satu 

miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan;  

(2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.417.375.000,00 (satu miliar empat ratus 

tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 

 

 

 

Pasal 60 



(1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh 

dua juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak 

berwujud; 

(2) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan 

puluh dua juta rupiah). 

 

Pasal 61 

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang 

terdiri atas belanja tidak terduga; 

(2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

 

Pasal 62 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d 

direncanakan sebesar Rp154.927.225.217,00 (seratus lima puluh empat 

miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu 

dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp5.015.345.017,00 (lima miliar lima belas juta tiga 

ratus empat puluh lima ribu tujuh belas rupiah); 

(3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp149.911.880.200,00 (seratus lima puluh 

miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat 

ratus rupiah). 

 

Pasal 63 

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp5.015.345.017,00 (lima miliar lima belas 

juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah 

desa; dan 

b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah 

desa. 



(2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp3.520.770.531,00 (tiga miliar lima ratus dua 

puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). 

(3) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp1.494.574.486,00 (lima miliar lima belas juta tiga 

ratus empat puluh lima ribu tujuh belas rupiah). 

 

Pasal 64 

(1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp3.520.770.531,00 (tiga miliar lima ratus dua 

puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), 

yang terdiri dari belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah 

desa; 

(2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 

Rp3.520.770.531,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus 

tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). 

 

Pasal 65 

(1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp1.494.574.486,00 (satu miliar empat ratus 

sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus 

delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil retribusi 

daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa; 

(2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

sebesar Rp1.494.574.486,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh 

empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh 

enam rupiah). 

 

Pasal 66 

(1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.911.880.200,00 (seratus 

empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus 



delapan puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan 

keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; 

(2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota 

kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 

Rp149.911.880.200,00  (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan 

ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah). 

 

Pasal 67 

(1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota 

kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) direncanakan 

sebesar Rp149.911.880.200,00 (seratus empat puluh sembilan miliar 

sembilan ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus 

rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi 

atau kabupaten/kota kepada desa; 

(2) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau 

kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp149.911.880.200,00 (seratus empat puluh 

sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh 

ribu dua ratus rupiah). 

 

Pasal 68 

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 

Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh 

satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas penerimaan 

pembiayaan. 

 

Pasal 69 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68  

huruf a direncanakan sebesar Rp 53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar 

satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga 

rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima 

puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua 

puluh tiga rupiah). 

 

Pasal 70 



(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) direncanakan sebesar 

Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh 

satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas 

penghematan belanja; 

(2) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu 

juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). 

 

Pasal 71 

(1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar 

satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. penghematan belanja-belanja operasi;  

b. penghematan belanja-belanja modal;  

c. sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan 

d. sisa belanja transfer. 

(2) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.356.378.696,00 (tiga 

puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh 

puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah); 

(3) Anggaran penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.966.022.000,00 (sembilan 

miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah); 

(4) Anggaran sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp458.741.027,00 (empat ratus 

lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh 

tujuh rupiah); 

(5) Anggaran sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp3.220.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua 

puluh juta rupiah) 

Pasal 72 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 

daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp53.001.141.723,00 

(lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus 

dua puluh tiga rupiah); 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 



Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh 

satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). 

 

Pasal 73 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagimana 

dimaksud pada pasal 2, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklarifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek 

Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII Rincian dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek 

Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah 

Perbatasan Pada Perkada tentang APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara. 

 



Pasal 74 

Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 73 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 75 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan pada peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

 

Pasal 76 

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya pada Berita Daerah. 

 

           

Ditetapkan di Mamuju  

Pada tanggal 29 Desember 2023 

BUPATI  MAMUJU, 

 

 

 

SITTI SUTINAH SUHARDI 

 

Diundangkan di Mamuju 
Pada tanggal 29 Desember 2023  

SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

 

SUAIB 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023  NOMOR  31 


